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Abstract: This study examines the existence of pornographic elements in Indonesian films during the 

New Order era in 1980-1998, what kinds of things made pornographic elements widespread in society. 

The rise of pornographic elements in Indonesian films raises many questions regarding Indonesian film 

regulations and the state of New Order cinema. The results of this thesis show that the rise of 

pornographic elements is not merely the government's desire to present the film to the public. Various 

factors and conditions of ups and downs in Indonesian cinema make pornography elements into 

commercial films that are made to make a profit. 
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji eksistensi unsur pornografi pada perfilman Indonesia masa Orde Baru 

pada tahun 1980-1998 hal seperti apa yang membuat unsur pornografi tersebut tersebar luas di 

masyarakat. Maraknya unsur pornografi pada perfilman Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan 

mengenai peraturan pefilman Indonesia dan kondisi perfilman Orde Baru . Hasil skripsi ini menunjukkan 

bahwa maraknya unsur pornografi bukan semata-mata keinginan pemerintah untuk menghadirkan film 

tersebut kepada masyarakat. Berbagai faktor dan kondisi naik turun perfilman Indonesia membuat unsur 

pornografi menjadi film komersil yang dibuat untuk meraup untung. 

Kata Kunci: Pornografi, Film, Orde Baru 

PENDAHULUAN 

Film adalah salah satu bahasa komunikasi yang paling mudah dipahami dan 

diminati banyak orang, melalui film penonton bisa memahami visi misi yang berusaha 

disampaikan film(Shaul, 2007). Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman 

menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan 

media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau 

tanpa suara dan dapat dipertunjukkan(UU 33 Tahun 2009, 2009). 

Pada saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, tepatnya pada 5 Desember 

1900, bioskop dengan bangunan sederhana menyerupai rumah sudah beroperasi. Pada 

masa tersebut usaha bioskop tidak menjanjikam banyak keuntungan sehingga banyak 

orang Belanda yang menekuni usaha tersebut memilih berhenti. Kemudian pada 1920-
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an usaha bioskop kebanyakan dimiliki oleh orang-orang Tionghoa yang memiliki 

persepsi bahwa bioskop meurpakan investasi yang menjanjikan(Tjasmadi, 2008). 

Seiring berjalannya waktu film tidak hanya digunakan untuk kebutuhan 

komersil melainkan juga sebagai alat hegemoni seseorang yang berkuasa pada 

masanya tentu dengan melekatnya kebijakan-kebijakan yang terus berubah pada 

pemerintahan siapa yang berkuasa(Said, 1982). Pemerintahan Orde Baru yang 

dipimpin oleh Presiden Soeherto berlangsung sejak 1966-1998 dengan konsep 

Pembangunan berusaha keras memperbaiki perfilman Indonesia, langkah pertama yang 

dilakukan adalah melakukan supply kembali 300 film di bioskop pada 1967, hal ini 

dilakukan untuk mencegah gedung-gedung bioskop bekas menjadi tempat 

pertunjukkan ketoprak dan ludruk yang disinyalir bersifat indoktrinasi sisa- sisa 

gerakan politik PKI(Said, 1982). Kendala biaya yang dialami dunia perfilman pada 

masa orde baru menyebabkan pada 3 Oktober 1966 Menteri Penerangan Burhanudin 

Mohammad Diah membuka peluang luas masuk film impor sebanyak-banyaknya. Hal 

ini diatur sesuai keputusan MenPen No.71/SK/M/1967 pada Desember 1967 

mewajibkan importir film membeli saham dan rehabilitasi perfilman nasional seharga 

Rp. 250.000,00 untuk setiap 1 judul film yang mereka impor mulai 1968. 

Masuknya film impor terutama produksi Hollywood ke Indoneia berakibat pada 

pergeseran selera masyarakat terhadap film sehingga berkembangnya unsur kekerasan 

dan pronografi. Selain itu sejak diberlakukannya biaya film impor akibatnya produksi 

film dalam negeri meningkat dari tahun 1970-an tercatatsebanyak 607 film. Tahun 

1970 film Bernafas Dalam Lumpur produksi Sarinade sangat sukses di pasaran dan 

dikatakan sebagai titik hidupnya kembali perfilman Indonesia awal dekade 1970. 

Perkembangan unsur pornografi dalam dunia perfilman memunculkan l istilah bomb 

seks yaitu istilah untuk bintang film yang berani bermain dalam film seks seperti pada 

film Gadis Panggilan pada tahun 1975 yang diperankan oleh Yatie Octavia. Umumnya 

cara presiden Soeharto melakukan import film ke Indonesia berhasil menaiki 

pendapatan para pengusaha bioskop, adegan pornografi dan erotis pada era orde baru 

merupakan pemikat tersendiri bagi para penonton. 
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METODE 

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu 

: Heuristik, Verifikasi (kritik) , Interpretasi dan Historiografi (penulisan sejarah) 

(Gottschalk, 1975). Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah heuristik atau 

pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Pengumpulan dan pencarian 

data yang dilakukan penulis berupa buku- buku sumber yang ada di Perpustakaan 

Nasional RI, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Ruang baca prodi Pendidikan 

Sejarah dan juga Perpustakaan Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Tahap kedua 

yaitu verifikasi atau melakukan kritik pada sumber- sumber yang sudah dicari. Pada 

tahapan kedua dilakukan dua tahap yaitu kritik intern dan kritik ekstern guna menguji 

kredibilitas sumber-sumber yang telah didapatkan untuk penelitian. Tahap ketiga 

penulis melakukan interpretasi terhadap fakta historis yang di dapat dari sumber-

sumber yang sudah di verifikasi pada tahap kedua. Tahap keempat yaitu historiografi 

atau penulisan sejarah. Model penulisan yang akan dipakai penulis adalah deskriptif- 

naratif dimana penulis memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kuatnya pengaruh film menyebabkan film di masa Orde Baru tetap diberikan 

kontrol ketat pemerintahan di bawah Departemen Penerangan yang berada dalam 

pengawasan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), 

bahkan pemerintah Orde Baru tetap mempertahankan warisan Ordonansi Film no.507 

tahun 1940 yang dibentuk oleh Belanda dengan aturan yang menyolok yakni tidak 

adanya satu pertunjukkan film yang tanpa izin penguasa(Kurnia, 2006). Pada masa 

tersebut setiap orang atau organisasi film yang terhubung dengan PKI dan LEKRA 

disingkirkan bahkan beberapa dari mereka dipenjara tanpa diadili(Sen, 2009). 

Perhatian pemerintah Orde Baru terhadapap perfilman Indonesia tercantum dalam 

REPELITA II (rancagan pembangunan lima tahun kedua).  
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 Pemerintah Orde Baru mengatur perfilman melalui Departemen Penerangan 

yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perfilman, radio dan pers di Indonesia 

sesuai dengan Intruksi Presiden tahun 1964. Kebijakan perfilman Orde Baru berganti-

ganti seiring bergantinya menteri yang menjabat. Namun, yang tetap selalu ada adalah 

biaya wajib setor saham produksi bagi film impor yang digunakan untuk membiayai 

produksi film nasional. 

Pada masa tersebut, sensor dalam dunia perfilman tajam terhadap kritik 

pemerintah namun tumpul terhadap unsur seksual dan kekerasan. Jika pada masa 

pemerintahan sebelumnya film dengan ekspresi politik diperbolehkan asal tidak 

bertentangan dengan wacana negara maka pada masa Orde Baru hal tersebut dilarang 

akan tetapi pemimpin Orde Baru menunjukkan kekuatan politiknya melalui film 

propaganda di tahun. Rezim Orde Baru sangat menyadari pentingnya film sebagai alat 

propaganda. Seperti Pada tahun 1980-an Orde Baru memunculkan film propaganda 

Pengkhianatan G 30 S PKI karya Arifin C. Noer yang diwajibkan tayang setiap tahun 

pada Orde Baru dan ditonton oleh siswa sekolah. Film ini tidak luput dari adegan 

kekerasan dan unsur pornografi sehingga menimbulkan pertanyaan apakah film 

tersebut layak untuk ditonton oleh anak-anak. 

Rezim Orde Baru juga memproduksi film-film heroik pahlawan di Indonesia 

seperti R.A Kartini (1982), Tjoet Nya Dien (1988) , Kereta Terakhir (1981), Soerabaia 

45’ (1990). Beberapa diantaranya memenangkan penghargaan di Festival Film 

Indonesia (FFI) seperti film Tjoet Nya Dien mendapat penghargaan film terbaik dalam 

FFI 1988. 

Meningkatknya produksi film juga dipengaruhi oleh tingginya daya beli 

penonton. Dengan tingginya daya beli penonton membuat banyak bermunculan tempat 

pemutaran film atau bioskop yang juga terbagi-bagi berdasarkan tingkat kehidupan 

sosial. Perbedaan ini muncul sejak berdirinya bioskop-bioskop besar yang berada di 

pusat kota atau mal salah satunya adalah sinepleks 21 yang berdiri sejak 21 Agustus 

1987 dan merupakan area hiburan kalangan atas. 
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Perfilman Indonesia mengalami awal mula krisis pada akhir 1980an dan awal 

1990an ditandai dengan bermunculannya beragam saluran televisi swasta akibat 

dikeluarkannya kebijakan Menteri Penerangan tahun 1987 yang menetapkan siaran 

saluran terbatas swasta. Saluran televisi swasta menayangkan film impor secara gratis. 

Keadaan ini ditambah lagi dengan kemunculan VCD bajakan dengan harga murah 

membuat masyarakat dapat dengan mudah menonton film dari rumah. Keadaan ini 

membuat puluhan bioskop kecil akibatnya terpaksa gulung tikar karena berkurangnya 

penonton dan hal ini juga berdampak pada menurunnya keuntungan sebuah produksi 

film(Simanjuntak, 2009). 

Terjadi monopoli perfilman pada tahun 1990-an ketika pemerintah membuat 

regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1994 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang 

mengizinkan suatu perusahaan perfilman untuk melakukan kegiatan usaha perfilman 

(Peraturan Pemerintah No.6 1994). Keleluasaan ini memberi peluang adanya praktek 

monopoli sebab bagi pengusaha yang memiliki modal besar berhak mengendalikan 

peredaran Sudwikatmono pemilik sinepleks 21 sekaligus sepupu dari Presiden 

Soeharto mendominasi posisi pengusaha importir film dimana beberapa perusahaan 

importir film yang tergabung dalam Asosiasi Importir Film dimiliki olehnya. 

Praktek monopoli juga terdapat dalam usaha perfilman nasional untuk produk 

film dalam negeri yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perfilman seperti PT. Rapi 

Film, PT. Elang Perkasa Film, PT. Subtan Film, PT. Soraya Intercine Film, PT.Inem 

Film dan PT. Kharisma Jabar Film mereka adalah perusahaan yang berperan sebagai 

pembuat film sekaligus penyedia jasa teknik film, pengedar dan pengeskpor film untuk 

produksinya sendiri (Wulansari, 1998). Praktek monopoli ini membuat mekanisme 

pengedaran film impor dan dalam negeri tidak jelas karena ditentukan oleh perusahaan 

pengedaran yang berorientasi mengambil keuntungan lebih banyak akibatnya kawasan 

edar film di Indonesia pun menurun dan bioskop-bioskop kecil terpaksaa tutup. 

Kebijakan Dan Sensor Perfilman Orde Baru 

Pada tanggal 21 Mei 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 

46/SK/M/1965 yang mengatur penyesoran film melalui suatu lembaga Badan Sensor 
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Film (BSF) berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) pada akhir masa 

pemerintahan Orde Baru. Badan Sensor Film (BSF) pada masa Orde Baru berada 

dibawah kendali Direktorat Jendral, Radio, Televisi dan Film (Dirjen RTF), memiliki 

33 orang anggota dengan 24 orang mewakili pemerintah dan 9 orang mewakili partai 

politik, melihat dari komposisi keanggotaan BSF menunjukkan kuatnya kontrol 

pemerintah dalam sensor film. Komposisi keanggotaan mengalami perubahan seiring 

dengan Menteri Penerangan yang menjabat seperti pada masa jabatan menteri 

Boediarjo menjadi 20 orang dan melibatkan unsur non pemerintah yakni Perwakilan 

Wartawan Indonesia (PWI) dan kelompok generasi’45 sedangkan dari unsur 

pemerintahan terdiri dari Departemen Penerangan, Departemen Pertahanan, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Luar Negeri, Depeartemen 

Pertahanan dan Kejaksaan Agung(Sen, 2009). 

Pembaharuan terjadi pada masa krisis perfilman Indonesia tahun 1992. 

Tepatnya pada 30 Maret 1992 ditetapkan Undang-Undang No.8 tahun 1992 tentang 

sensor dan perfilman, dinyatakann bahwa “sensor film adalah penilaian terhadap film 

dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dapat 

dipertunjukkan atau ditayangkan kepada umum dengan menimbang aspek keamanan, 

ketertiban, ketentraman, atau keselerasan hidup masyarakat. Sensor dapat dilakukan 

baik secara utuh atau pemotongan bagian tertentu”(Undang Undang Perfilman, 1992). 

Ketentuan sensor berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1992 terdiri dari beberapa 

prinsip atau dasar dalam penyelenggaraaan perfilman Indonesia, yaitu (Sasono et al., 

2011): 

1. Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa. 

2. Pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan 

martabat manusia. 

3. Pembinaaan persatuan dan kesatuan bangsa. 

4. Peningkatan kecerdasan bangsa. 

5. Pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman. 

6. Keserasian dan keseimbangan di antara berbagai jenis udaha perfilman. 



 

PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah       Vol. 3 No. 2 September 2021 
 

149 
 

7. Terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan. 

8. Penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpedoman pada asas 

usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehiudpan 

dalam kesimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri. 

Undang-Undang No.8 Tahun 1992 melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 

Tahun 1994 tentang berdirinya Lembaga Sensor Film (LSF) dan berisi kewenangan 

lembaga tersebut, yaitu: 

1. Meluluskan sepenuhnya film dan reklame film untuk ditayangkan kepada 

umum. 

2. Memotong atau menghapus bagian dari film baik gambar yang dianggap tidak 

layak ditayangkan kepada umum. 

3. Menolak suatu film atau reklame film yang dianggap tidak layak untuk 

diedarkan dan diekspor. 

4. Menentukan golongan usia penonton 

5. Menyimpan atau memusnahkan film hasil sensor yang sudah habis masa hak 

masa edar. 

Eksistensi Unsur Pornografi dalam Perfilman Indonesia Tahun 1980-1998 

Di dalam film unsur pornografi dapat dikatakan sebagai unsur yang 

membangun sisi sensasi dan imagi seks yang dapat digambarkan melalui dialog dan 

adegan yang menjurus pada aktivitas seks atau penayangan beberapa bagian tubuh 

yang mengenakan pakaian serba minim dengan memperlihatkan banyak bagian 

anggota tubuh, umumnya pada wanita dengan menampilkan paha dan dada. Dalam 

video yang di unggah oleh VICE di Youtube dengan judul Blood, Guts, and Bad 

Acting: Inside the Indonesian B Movies of the 1980s sutradara ternama Joko Anwar 

menyatakan sensor ketat jika menyangkut politik menyulitkan pembuat film untuk 

menghasilkan film bernada serius sehingga mereka memproduksi film dengan genre 

yang tidak begiru ketat dan dapat menampilkan kekerasan dan sindiran seksual. 
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Keberadaan unsur pornografi yang marak pada tahun 1980-an sampai 1990-an 

setidaknya dapat disimpulkan terjadi karena dua hal utama yaitu : 1.) Peraturan sensor 

pemerintah yang memang melonggarkan film dengan unsur pornografi agar film 

Indonesia tidak lagi mati suri 2.) Unsur pornografi dalam film adalah bumbu yang dapat 

memikat banyak penonton sehingga perfilman dapat terus berjalan dan laris manis di 

pasaran. Selain masuk ke dalam film horror dan komedi, unsur pornografi unsur 

pornografi yang dibarengi adegan sadis juga terdapat pada film propaganda Presiden 

Soeharto G 30 S PKI. Orde Baru mengeluarkan berbagai peraturan agar film yang 

beredar tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak kerukunan masyarakat dan 

kondisi moral bangsa baik dari segi politik, agama, sosial dan budaya. Untuk menjalani 

hal tersebut dalam bidang perfilman pemerintah membentuk Badan Sensor Film (BSF) 

yang kemudian berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). 

Melalui lembaga ini film-film akan dinilai layak atau tidak untuk beredar dan 

dipertontokan di masyarakat sehingga terjamin bahwa film-film yang akan 

dipertontonkan bebas dari unsur yang merusak. Akan tetapi unsur pornografi menjadi 

salah satu yang sulit dikendalikan. Di satu sisi ketika BSF mengatakan “gunting” pada 

sebuah film maka orang film enggan membuat film lalu penonton pun malas 

berdatangan jika hal itu berlanjut maka perfilman Indonesia bisa mati suri. Namun, jika 

sensor dilonggarkan maka akan banyak pihak juga siap mengkritik sikap pemerintah. 

Reaksi juga dimunculkan ole para sutradara sebagai pelaku industry hiburan, 

terkait unsur pornografi ini beragam. Ekky Imanjaya membagi reaksi sutradara ini 

dalam tiga golongan. Pertama, sutradara yang bermasalah dengan kreativitas sehingga 

menuruti apa kata produser jika harus membuat film dengan unsur pornografi. Kedua 

adalah sutradara yang memiliki idealisme untuk membuat film bermut namun akhirnya 

tersingkirkan akan tetapi tersudutkan dengan kondisi yang saat itu marak film komersil 

sedangkan golongan terakhir adalah sutradara yang terus maju dan berhasil membuat 

film berkualitas seperti sutradara Asrul Sani dia juga berkata jika cerita pada film 

umumnya tidak berasal dari pengarang sebenarnya tapi dari para pemilik model yang 

mengajukan formula dari unsur-unsur yang menurutnya akan laku jadi kehadiran 
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sekian persen unsur pornografi dan unsur kekejaman akan membuat laku (Imanjaya, 

2016). 

Dua tahun sebelum Kode Etik Film dikeluarkan oleh BSF pada 1981. Majelis 

Ulama Indonesia pernah mengadakan pertemuan dengan BSF berdiskusi mengenai 

maraknya unsur pornografi pada film-film nasional. Tepatnya pada 28 Maret 1979 di 

gedung Badan Sensor Film. Majelis Ulama Indonesia mengaku banyak menerima 

surat-surat sejak tahun 1975 awal mereka berdiri mengenai persoalan akhlak 

dikemukakan dalam surat tersebut diantara penyebab rusaknya akhlak adalah hal-hal 

yang menyangkut pornografi baik yang ditampilkan melalui film, majalah dan poster-

poster. Topik tersebut sudah tiga kali dibahasa dalam rapat kerja nasional MUI terkait 

sampai dimana MUI mengadakan pendekatan-pendekatan tentang masalah perfilman 

yang menunjukkan adegan-adegan porno atau yang saat itu akrab disebut adegan 

ranjang. Majelis Ulama Indonesia menyatakan niatnya untuk turut andil dalam 

pembuatan Undang-Undang Perfilman Nasional. Pada tahun 1990-an ulama di 

Pamekasan, Jawa Timur menyatakan keberatan dengan pemasangan poster-poster film 

nasional yang tidak senonoh seperti Gadis Malam, Gairah Malam , dan Gaun Merah. 

Poster yang dipasang film-film ini mengandung unsur pornografi di dalamnya 

(Chudori, 1994). Dalam artikel koran Inti Jaya Juli 1989 terdapat artikel yang berisi 

tentang Majelis Ulama Indonesia menolak jika film Pembalasan Ratu Pantai Selatan 

ditayangkan kembali setelah ditarik dari peredaran. 

Masuknya film produksi Hollywood ke Indonesia bukan hanya memengaruhi 

warna pada perfilman Indonesia tetapi juga pada masyarakat Indonesia. Perfilman 

Indonesia masa Orde Baru dekade 1970-an, 1980-an dan 1990-an diwarnai dengan 

banyak menampilkan kehidupan yang bebas seperti seks bebas yaitu hubungan seks 

yang dilakukan sebelum menikah atau cerita mengenai pemerkosaan dan hidup seorang 

pelacur beberapa diantaranya juga mennggambarkan pola hidup yang penuh 

kemewahan. Latar tempat diskotek malam dan bar tempat berpesta adalah hal yang 

lumrah dalam perfilman masa itu. 
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Hal ini secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap penonton terutama 

saat itu film-film dengan unsur pornografi banyak. ditonton oleh kaum remaja. Remaja 

adalah orang-orang yang berada dalam tahap umur peralihan dari masa kanak-kanak 

ke masa dewasa ditandai dengan kematangan pertumbuhan fisik mereka juga bisa 

disebut sebagai kaum muda (Sunarto & Hartono, 2001). 

Pengaruh film terhadap perilaku masyarakat terutama anak muda adalah 

timbulnya perilaku yang disebut dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas pun marak 

digunakan selama masa pemerintahan Soeharto di Era Orde Baru hal ini dipercaya 

akibat dari masuknya budaya asing yang banyak mengandung unsur pornografi salah 

satunya berasal dari film. Terdiri dari kata “pergaulan” dan “bebas” makna negatif 

muncul pada kata bebas yang dikaitkan dengan tingkah laku yang tidak bertanggung 

jawab (Dyanutami, 2016). 

Dalam artikel majalah tahun 1988 Nani Yamin seorang Direktris Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan hukum untuk wanita dan keluar menanggapi fenomena 

pergaulan bebas yang marak adalah gejala kejutan budaya akibat 

modernisasi(Supangkat et al., 1988). 

KESIMPULAN 

Keadaan perfilman Indonesia sejak awal kemunculan pada masa Hindia Belanda 

tidak pernah lepas dari peraturan yang diatur oleh penguasa yang menjabat saat itu. 

Film memegang peran penting karena film adalah sebuah komunikasi massa yang 

mudah diserap masyarakat sehingga peredarannya harus dikendalikan guna menjaga 

hal-hal yang tidak diinginkan tersebar ke masyarakat. Krisis perfilman yang 

ditinggalkan rezim Orde Lama membuat Presiden Soeharto berusaha keras 

memperbaiki perfilman Indonesia. Diawali dengan dibukanya keran film impor secara 

besar-besar untuk melakukan supply kepada bioskop-bioskop agar tidak gulung tikar. 

Biaya tersebut digunakan untuk menghimpun dana guna membiayai perfilman 

Nasional misalnya dengan peraturan wajib produksi film Nasional pada importir film. 

Kebijakan Soeharto umumnya berhasil menghidupkan kembali perfilman Indonesia 

terlihat dari dekade 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 1990 roduksi film 
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Indonesia berada dalam masa stabil bahkan pada tahun 1990 jumlah produksi mencapai 

112 film. 

Tetapi jika dilihat dari jumlahnya film nasional tidak pernah lebih banyak dari 

film impor. Fenomena ini mempengaruhi para sineas untuk membuat film dengan 

unsur pornografi yang disukai masyrakat hal ini didukung dengan keadaan saat itu yang 

sulit membuat film bernada serius karena sensor pemerintah Orde Baru sangat ketat. 

Film eksploitasi juga marak bermunculan yaitu film yang sering menghadirkan adegan 

perkelahian sadis seperti adegan bagian tubuh yang terpotong, darah yang bercucuran. 

Badan Sensor Film yang sewaktu itu menjadi alat kontrol pemerintah dalam 

peredaran perfilman seolah memiliki kebijakan yang membingungkan karena gunting 

sensor mereka serasa tajam pada filmfilm yang mungkin membahayakan rezim Orde 

Baru tapi menjadi tumpul pada film-film yang mengandung unsur pornografi. 

Maraknya unsur pornografi pada perfilman Orde Baru terutama pada dekade 1980-an 

dan 1990-an memunculkan banyak reaksi dalam lapisan masyarakat. Seperti Majelis 

Ulama Indonesia yang menyoroti secara tajam kinerja Badan Sensor Film yang masih 

meloloskan filmfilm dengan unsur pornografi. Bahkan di beberapa daerah ulama 

memprotes poster-poster film yang beredar di daerahnya dan melarang film tersebut 

beredar. Orang film memunculkan reaksi mulai dari reaksi yang menerima saja film 

dengan unsur pornografi dengan alasan keuntungan dan reaksi lain yang tetap 

mempertahanankan idealismenya untuk membuat film yang bagus. 
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